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A.      Budaya Politik 

1.       Pengertian Budaya Politik 

Setiap masyarakat dari suatu negara selalu memiliki budaya politik. Demikian juga individu-

individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang senantiasa memiliki orientasi dan persepsi 

terhadap sistem politiknya. 

Budaya yang berasal dari kata ‘buddhayah’ yang berarti akal, atau dapat juga didefinisikan 

secara terpisah yaitu dengan dua buah kata ‘budi’ dan ‘daya’ yang apabila digabungkan 

menghasilkan sintesa arti mendayakan budi, atau menggunakan akal budi tersebut. Bila melihat 

budaya dalam konteks politik hal ini menyangkut dengan sistem politik yang dianut suatu negara 

beserta segala unsur (pola bersikap & pola bertingkah laku) yang terdapat di dalamnya. 

Budaya politik adalah salah satu komponen dalam sistem politik yang diinternasilasikan ke 

dalam kesadaran, perasaan dan evaluasi penduduknya. Budaya politik dapat dipandang sebagai 

landasan sistem politik yang memberi jiwa atau warna pada sistem  politik dan sekaligus 

memberikan arah pada peran-peran politik yang dilakukan oleh struktur politik. 

Budaya politik merupakan perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok 

masyarakat, bangsa, atau negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan politik kenegaraan. Beberapa pendapat para ahli tentang budaya politik adalah sebagai 

berikut : 

TOKOH Pengertian Budaya Politik 

Gabriel A. Almond dan 
Sidney Verba 

suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem 
politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap 
peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. 

Samuel Beer nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana 
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TOKOH Pengertian Budaya Politik 

pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang 
harus dilakukan oleh pemerintah 

Larry Diamond keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu 
masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran 
masing-masing individu-individu dalam sistem itu. 

Gabriel A. Almond dan G. 
Bingham Powell Jr. 

suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan 
ketrampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota 
masyarakat, termasuk pola kecenderungan-kecenderungan 
khusus serta pola-pola kebiasaan yang terdapat pada 
kelompok-kelompok dalam masyarakat. 

Alan R Ball suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan 
nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik 
dan isu-isu politik. 

Marbun pandangan politik yang mempengaruhi sikap, orientasi dan 
pilihan politik seseorang 

Mochtar Masoed, Colin 
Mac Andrews 

sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan 
pmerintahan negara dan politiknya. 

Rusadi Suminta-pura pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap 
kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem 
politik 

Pengertian budaya politik ini membawa pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua 

tingkat orientasi politik, yaitu orientasi sistem dan orientasi individu. Sebagai sebuah sistem, 

organisasi politik hendaknya memiliki orientasi yang hendak mengupayakan kesejahteraan warga 

negara. Aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan pada adanya fenomena 

dalam masyarakat tertentu yang semakin mempertegas bahwa masyarakat secara keseluruhan 

tidak dapat terlepas dari orientasi individu. Artinya, hakikat politik sebenarnya bukan berorientasi 

pada individu pemegang kekuasaan dalam politik, melainkan kesejahteraan rakyat yang menjadi 

orientasinya. 

Jadi, budaya politik menunjuk pada orientasi dari tingkah laku individu/ masyarakat terhadap 

sistem politik tertentu. Bila kita hubungan dengan budaya politik di Indonesia menunjukkan bahwa 

budaya bangsa Indonesia sangat majemuk, tetapi tekad untuk tetap bersatu dengan sebutan 

Bhinneka Tunggal Ika, artinya secara kultur kita majemuk, tetapi secara politik ingin bersatu, karena 

di dalam persatuan dapat memberikan tempat kepada kemajemukan itu. 

Dalam kehidupan politik pada kenyataannya terdapat dua tingkat orientasi politik, yaitu tingkat 

individu dan tingkat masyarakat. Orientasi individu terdapat sistem politik dapat dilihat dari tiga 

komponen, yaitu : 

KOMPONEN PENGERTIAN 

Orientasi Kognitif Suatu orientasi yang meliputi berbagai pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Hal ini 
berkaitan dengan aspek pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik. 

Orientasi Afektif Suatu orientasi yang menunjuk kepada aspek perasaan atau ikatan emosional seorang individu 
terhadap sistem politik. 



3 
 

Orientasi 
Evaluatif 

Suatu orientasi yang berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik, selain itu 
juga menunjukkan pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik 
tentang kinerja sistem politik. 

Dengan demikian, budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya 

terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Teori tentang 

budaya politik merupakan salah satu bentuk teori yang dikembangkan dalam memahami sistem 

politik. Oleh karena itu, memahami konsep budaya politik setidaknya memiliki  dua manfaat yaitu: 

a.   Mengetahui sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik yang akan mempengaruhi tuntutan-

tuntutan, tanggapannya, dukungannya serta orientasinya terhadap sistem politik itu. 

b.    Dengan memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik, maksud-

maksud  individu melakukan kegiatannya  dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang 

menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti 

 

TUGAS SISWA 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas! 

1. Sebutkan asal dan arti kata dari budaya! 

2. Bagaimana pengertian dari budaya politik? Sebutkan! 

3. Sebutkan definisi pengertian budaya politik menurut SAMUEL BEER! 

4. Apa yang dimaksud dengan dua tingkat orientasi politik?  

5. Sebutkan tiga komponen orientasi individu beserta penjelasannya! 

 

 

Kumpulkan tugas diatas tersebut di website sekolah (klik website sekolah yang tertera diatas) 

dengan kata kunci: PPKn-X-TKRO (1-6) 
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Gambar 1.1 
Salah satu ciri budaya politik partisipan adalah adanya dukungan yang tinggi kepada pemerintah. 
Walaupun demikian, warga Negara semacam ini tidak melibatkan diri dalam politik. 
 

     2. Macam-Macam Budaya Politik 

Dari pemahaman konsep tentang budaya politik dan hubungannya dengan sistem 

politik, Gabriel Almondmengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut : 

BUDAYA POLITIK KETERANGAN 

Budaya politik parokial 
(parochial political culture) 

Budaya politik ini terbatas pada satu wilayah atau lingkup 
yang kecil atau sempit, terdapat dalam masyarakat yang 
tradisional dan sederhana, tidak ada peran politik yang 
bersifat khas dan berdiri sendiri, masyarakatnya 
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BUDAYA POLITIK KETERANGAN 

cenderung tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek 
politik yang luas, kecuali dalam batas-batas tertentu 
diselitar tempat tinggal, disebabkan oleh faktor kognitif 
(rendahnya tingkat pendidikan) 
Ciri-cirinya, antara lain ; 

-          apatis, 
-          pengetahuannya tentang politik rendah, 
-          kesadaran berpolitiknya rendah, serta 
-          tidak peduli dan menarik diri dari kehidupan politik. 

Budaya politik kaula 
(subject political culture) 

Budaya politik ini menunjuk pada orang-orang yang 
secara aktif patuh kepada pejabat-pejabat pemerintahan 
dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam 
politik atapun memberikan suara dalam pemilihan, 
masyarakatnya sudah mempunyai minat, perhatian, 
kesadaran, terhadap sistem sebagai keseluruhan, 
masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju (baik 
sosial maupun ekonominya), tetapi masih bersifat pasif. 
Orientasinya mengembangkan pranata-pranata 
demokrasi lebih bersifat efektif dan normatif daripada 
kognitif. 
Ciri-ciri budaya politik ini antara lain; 

-          memiliki pengetahuan politik cukup 
-          partisipasi politik minim 
-          kesadaran berpolitik rendah. 

Budaya politik 
partisipan(participant political 

culture) 

Budaya politik ini merupakan suatu bentuk budaya politik 
dimana anggota masyarakat cenderungh diorientasikan 
secara eksplisit terhadap sistem secara keseluruhan dan 
terhadap struktur dan poroses politik secara administrasi. 
Budaya politik ini ditandai adanya kesadaran bahwa 
dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam 
kehidupan politik. Oleh karena itu, warganegaranya tidak 
hanya diorientasikan terhadap partisipasi aktif dalam, 
tetapi juga sebagai subyek dimana hukum dan 
kekuasaaan serta kelompok utama lebih beragam. 
Ciri-ciri, antara lain ; 

-          pengetahuan politik tinggi 
-          kesadaran politik tinggi 
-          partisipasi politik aktif, 
-          kontrol politik aktif. 

Dalam budaya politik, birokrasi pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga kini 

masih belum bergeser dari paradigma kekuatan, bukan pelayanan. Dalam paradigma kekuasaan 

terkandung hak-hak untuk mengatur, untuk itu mereka memperoleh sesuatu dari mereka yang 

diatur. Rakyat sebagai pihak yang dikuasai, bukan yang menguasai. Oleh karena itu, rakyat harus 

memberikan sesuatu kepada penguasa agar dapat melayaninya. Fenomena sosial menunjukkan 

betapa rakyat dibuat sibuk oleh aparat pemerintah untuk upacara penyambutan presiden, sebagai 

penguasa tertinggi di negeri ini yang berkunjung ke daerah kekuasaannya. Demikian pula ketika 
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para petinggi pemerintahan lain berkunjung, pengadaan acara-acara seremonial, dan pengagungan 

simbol-simbol menjadi momen penting yang menghabiskan banyak dana yang sebenarnya kurang 

bermanfaat. Hal ini menunjukkan upaya rakyat untuk menghormati pemerintah/atasan agar 

mereka tetap mendapat pelayanan. Padahal secara esensial, pelayanan menjadi tugas yang 

diemban oleh pemerintah. 

Affan Gaffar mengemukakan bahwa budaya politik masyarakat Indonesia terbagi menjadi 

tiga; hierarkhi tegas, patronage (patronclient), dan neo-patrimonialistik. 

BUDAYA POLITIK KETERANGAN 

Hierarkhi yang tegas memilahkan dengan mengambil jarak antara pemegang 
kekuasaan dengan rakyat sehingga kalangan birokrat sering 
menampakkan diri dengan self-image yang bersifatbenevolent. 
Seolah-olah mereka sebagai kelompok pemurah, baik hati dan 
pelindung rakyat, sehingga ada tuntutan rakyat harus patuh, 
tunduk, dan setia pada penguasa. Perlawanan terhadap 
penguasa akan menjadi ancaman bagi rakyat. Lebih tragis lagi, 
suatu upaya untuk melindungi hak mereka sendiri pun diartikan 
sebagai perlawanan pula. 

Budaya politikpatronage sebagai budaya yang paling menonjol di Indonesia. Pola 
hubungan dalam budaya politik patronage ini bersifat individual, 
yakni antara si patron dan si client, majikan dan pembantu, 
atasan dan bawahan. Antara keduanya terjadi interaksi yang 
bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan 
kekuasaan, kedudukan, jabatan dengan tenaga, dukungan, 
materi, dan loyalitas. Budaya politik ini menjadi salah satu 
penyebab maraknya praktik KKN dan ketidakadilan dalam 
masyarakat. 

Budaya neo-
patrimonialistik 

negara memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik, 
seperti birokrasi di samping juga memperlihatkan atribut yang 
bersifat patrimonialistik 

3.          Faktor Penyebab Berkembangnya Budaya Politik di Daerah 

Perkembangan  budaya politik pada tingkat daerah lebih didominasi oleh pemikiran dan tingkah 

laku politik pada budaya politik yang telah matang. Pada tingkat nasional yang lebih menonjol 

adalah interaksi antar sub budaya politik, di tingkat daerah peranan budaya pilitik nasional masih 

sangat kuat. Kenyataan ini mengakibatkan terjadinya peningkatan dan percepatan interaksi antar 

sub budaya politik, yang dengan sendirinya akan menimbulkan dampak pada proses pembentukan 

budaya politik nasional. 

Sehubungan dengan adanya proses pembentukan budaya politik nasional, terdapat beberapa 

unsur yang berpengaruh, yaitu : 

a.   Unsur sub budaya politik yang berbentuk ”budaya politik asal” yaitu budaya politik yang dimiliki 

seseorang atau suatu masyarakat, atau budaya politik yang telah tumbuh dan berkembang dalam 

dirinya sesuai dengan latarbelakang lingkungannya (kesetiaan primordial). 
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b.  Aneka rupa sub budaya politik yang berasal dari luar lingkungan tempat budaya asal itu berada. 

Dalam interaksi antar budaya politik asal dengan budaya politik dari luar, telah berlangsung suatu 

proses akulturasi budaya politik yang saling mempengaruhi. 

c.   Budaya politik nasional itu sendiri.   Peranan  budaya  politik  nasional  tergantung  pada tahap yang 

telah ditempuh dalam proses pembentukannya. Pertumbuhan budaya politik nasional memiliki tiga 

tahap yaitu budaya politik nasional yang sedang dalam proses pembentukannya, telah mengalami 

proses pematangan, sudah mapan. 

Perkembangan-perkembangan pada tingkat sub budaya politik menunjukkan bahwa pada 

umumnya budaya politik daerah telah menerima pengaruh yang besar dari dua faktor dominan 

yang ada dalam kehidupan masuyarakat Indonesia. Kedua faktor tersebut adalah 

sistem kultural (adat istiadat) dan sistem kepercayaan(agama). Oleh sebab itulah sistem kultural 

masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh luar. Pertemuan antara adat dan 

agama telah mematangkan sub budaya politik di Indonesia. 

Disamping itu, proses pematangan budaya politik di tingkat daerah adalah adanya pengakuan 

atau kesepakatan atas nilai-nilai yang ada dalam masyarakat masing-masing. Dengan demikian, 

yang telah mewarnai perkembangan kebanyakan sub budaya politik adalah keserasian antar aspek-

aspek budaya politik masyarakat dengan struktur politiknya. Walaupun juga diakui di tingkat daerah 

sudah pasti bahwa masyarakat di daerah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor negatif, yang dapat 

berakibat negatif seperti konflik. Dalam manifestasinya, konflik dapat memotivasi munculnya 

pelanggaran-pelanggaran yang dapat berujung pada pembangkangan-pembangkangan, baik secara 

individu, kelompok terhadap yang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. 

4.          Perkembangan Budaya Politik 

Cara-cara berpolitik yang berkembang dalam masyarakat tidak akan terlepas dari masalah 

ideologi dan masalah politik. Hal itu tergabung pada pandangan hidup rakyat dan negaranya, serta 

dasar negaranya. Ideologi politik akan mempengaruhi sikap politik dari suatu negara dan rekannya. 

Berbagai sikap politik yang bermacam-macam akan mempengaruhi sikap hidup rakyatnya. Sikap 

tersebut antara lain : 

SIKAP-SIKAP PENGERTIAN 

radikal sikap seseorang yang menghendaki perubahan terhadap sesuatu yang 
ada secara cepat. Sikap radikal menghendaki perubahan semua 
tatanan atau semua aspek kehidupan masyarakat sampai ke akar-
akarnya, dan jika perlu dengan kekerasan. 

politik status quo mereka yang berusaha mempertahankan staus quo dan mendukung 
sistem itu secara utuh, sekaligus pelakunya. Merekalah yang 
sebenarnya terhanyut dalam kenikmatan penguasaan asas ekonomi, 
politik, hukum, sosial dan lain sebagainya. 

Status quo suatu sikap dari suatu rezim yang berkuasa apabila terjadi peralihan 
kekuasaan agar tetap dalam satu rezim itu, dan berusaha tidak ada 
perubahan dengan maksud agar kesalahan-kesalahan rezim itu dapat 
terungkap. 
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Konservatif sikap yang dipertahankan oleh rezimnya agar kelompok itu tidak 
terusik dalam kehidupannya dan terhormat dalam masyarakat dan 
bangsanya, serta seolah-olah semua keberhasilan yang dicapai 
merupakan perjuangan rezimnya serta tidak ada kekuatan lain yang 
mampu melaksanakan pemerintahan. 

politik moderat sikap menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem atau 
berkecenderungan perilaku ke arah dimensi atau tengah jalan. 
Pandangannya cukup dan mampu mempertimbangkan pandangan 
pihak lain. 

5.          Budaya Politik yang Berkembang di Masyarakat 

Apabila pelaksanaan sosialisasi politik dapat dilaksanakan dengan baik melalui berbagai sarana 

yang ada, maka masyarakat dalam kehidupan politik kenegaraan sebagai satu sistem akan lahir dan 

berkembang budaya politiknya secara proporsional, jujur dan adil, serta bertanggung jawab.  Ini 

berarti, tanggung jawab masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya, yaitu bagaimana dirinya 

mampu berperan dan berpartisipasi dalam kehidupan politik kenegaraan atas dasar kesadaran 

politik yang baik dan tinggi.  Tolok ukur keberhasilan sosialisasi politik terletak pada sejauh mana 

pendidikan politik yang telah dilakukan, sehingga menghasilkan masyarakat yang mempunyai 

kesadaran dan budaya politik ”etis’ dan ”normatif’ dalam mewujudkan partisipasi politiknya. 

Melalui pendidikan politik, kader-kader anggota partai politik tersebut diharapkan akan 

memperoleh manfaat atau kegunaan, sebagai berikut : 

a.  Dapat memperluas pemahaman, penghayatan dan wawasan terhadap masalah-masalah atau isu-isu 

yang bersifat politis. 

b.    Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan berbudaya politik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c.  Lebih  meningkatkan  kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran  aktif  dan partisipasinya 

terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan. 

Sasaran pendidikan politik adalah orang dewasa, dan lebih diutamakan generasi muda yang 

memiliki potensi sebagai generasi penerus bangsa. Adapun potensi-potensi yang dimiliki oleh 

generasi muda, antara lain : 

a.       Memiliki idealisme dan daya kritis. 

b.       Memiliki dinamika dan kreativitas. 

c.       Berani mengambil resiko. 

d.       Bersifat optimis dan memiliki semangat yang tinggi. 

e.       Memiliki sikap kemandirian dan disiplin murni (self discipline). 

f.         Patriotisme dan terpelajar. 

g.       Fisik (jasmani) kuat dan jumlahnya banyak. 

h.       Mempunyai sikap kesatria. 

i.         Memiliki kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi. 

B.      Tipe-Tipe Budaya Politik yang Berkembang dalam Masyarakat Indonesia 
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1.       Tipe-Tipe Budaya Politik di Indonesia 

Nazaruddin Sjamsudin menyebutkan bahwa dalam sebuah budaya politik, ciri utama yang 

menjadi identitas adalah nilai atau orientasi yang menonjol dan diakui oleh masyarakat atau bangsa 

secara keseluruhan. Oleh karena bersifat menonjol, diakui oleh masyarakat, dan dijadikan sebagai 

identitas, serta ciri utama itu menjadi simbul. Bagi Indonesia, simbul yang kita miliki adalah 

Bhinneka Tunggal Ika, dalam budaya ini ada dua nilai yaitu toleransi dan tenggang rasa. 

Berkaitan dengan budaya politik Indonesia ada beberapa pendapat para ahli antara lain : 

TOKOH 
BUDAYA POLITIK YANG DOMINAN DI 

INDONESIA 

Herbert Feith 
(Australia) 

·      aristokrasi Jawa 
·      wiraswasta Islam. 

Clifford Greertz (Amerika Serikat) ·      santri, 
·      abangan 
·      priyayi. 

Hildred Greertz  (Amerika Serikat) ·      petani pedalaman Jawa dan Bali, 
·      masyarakat Islam pantai 
·      masyarakat pegunungan 

Sementara itu, Mochtar Masoed dan Calin Mac Andrews, menyebutkan ada tiga model 

kebudayaan politik berdasarkan proporsi ketiga tipe budaya politik sebagaimana disebutkan oleh 

Almond, yaitu : 

MODEL 
KEBUDAYAAN 

KETERANGAN 

Masyarakat 
de-mokratis 
indus-trial 

Dalam sistem ini jumlah partisipan mencapai 40-60% dari penduduk dewasa. 
Mereka terdiri atas para aktivis politik dan para peminat politik yang kritis 
mendisukusikan masalah-masalah kemasyarakatan dan pemerintahan. 
Mereka adalah kelompok-kelompok pendesak yang mengusulkan kebijakan-
kebijakan baru untuk melindungi kepentingan khusus mereka. Sementara, 
jumlah yang berbudaya politik subyek kurang lebih 30 %, sedangkan parakial 
kira-kira 10 %. 

Masyarakat 
de-ngan 
sistem politik 
otoriter 

Dalam sistem ini sebagain besar rakyat hanya menjadi subyek yang pasif. 
Mereka mengakui pemerintah dan tunduk pada hukumnya, tetapi tidak 
melibatkan diri dalam urusan pemerintahan. Sebagain kecil rakyat lainnya 
berbudaya politik partisipan dan parakial. Kelompok partisipan berasal dari 
mahasiswa dan kaum intelektual, pengusaha dan tuan tanah. Mereka 
menentang dan bahkan memprotes sistem politik yang ada. Sementara kaum 
parakial yang sedikit sekali kontaknya terhadap sistem politik terdiri dari 
petani dan buruh tani yang hidup dan bekerja di perkebunan-perkebunan. 

Sistem demo-
kratis 
praindus-trial 

Dalam sistem ini sebagian besar warganegaranya menganut budaya politik 
parakial. Mereka hidup di pedesaan dan buta huruf. Pengetahuan dan 
keterlibatannya mereka dalam kehidupan politik sangat kecil. Sementara itu, 
kelompok partisipan sangat sedikit jumlahnya, biasanya berasal dari 
professional terpelajar, usahawan, dan tuan tanah. Demikian pula proporsi 
jumlah pendukung budaya politik subyek juga relatif kecil. 
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Affan Gaffar menyatakan sangat sulit mengidentifikasi wujud budaya politik Indonesia,  yang 

dapat dilakukan adalah menggambarkan pola budaya politik dominan yang berasal dari kelompok 

etnis dominan, yaitu kelompok etnis Jawa. Budaya ini sangat mewarnai sikap, perilaku, dan 

orientasi politik kalangan elit politik Indonesia. Affan Gaffar menyebutkan bahwa budaya politik 

Indonesia memiliki tiga ciri dominan, yaitu : 

CIRI DOMINAN KETERANGAN 

Hierarki yang 
tegas/ ketat 

 

Masyarakat Jawa bersifat hierarki, stratifikasi sosial ini nampak adanya 
pemilahan tegas antara penguasa dan rakyat. Dalam kehidupan politik, 
pengaruh stratifikasi sosial tercermin pada cara penguasa memandang rakyat. 
Mereka cenderung melihat dirinya sebagai pamong/ guru/ pendidik bagi 
rakyat mereka juga mencitrakan dirinya sebagai kelompok yang pemurah, 
baik hati, dan pelindung, namun sebaliknya dia merendahkan rakyatnya. 
Implikasi negatif lainnya, terlihat dalam menentukan kebijakan politik yang 
hanya dilakukan oleh pemerintah atau penguasa tanpa melibatkan rakyat, 
kadang rakyat dalam pelaksanaannnya ndiwajibkan untuk berpartisipasi lama 
menyukseskan kebijakan politik tersebut. Oleh karena itu, orientasi hierarki 
lebih baik diganti dengan orientasi kerakyatan. 

Kecenderungan 
Patronage 

 

Pola hubungan ini berisfat individu, antara dua individu yaitu patron dan 
client, terjadi interaksi timbal balik dengan memperturkan sumber daya yang 
dimiliki masiong-masing. Patron memiliki sumber daya yang berupa 
kekuasaan, jabatan, perlindungan, perhatian, dan harta kekayaan, sedangkan 
client memiliki sumber daya berupa tenaga, dukungan dan kesetiaan. 

Kecenderungan 
Neo patrimoni-
alistik 

 

Meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik seperti 
birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik 
yang berkarakter patrimonial. Max Weber mengatakan negara 
patrimonialistik memiliki sejumlah karakter, antara lain; 

a)   Kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang 
penguasa kepada teman-temannya. 

b)   Kebijakan seringkali bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik 
c)   Rule of Law bersifat skunder jika dibandiungkan kekuasaan penguasa (rule of 

man). 
d)   Penguasa politik sering kali mengaburkan antara kepentingan umum dan 

kepentingan politik. 
 
 

 
 
 
 
 

TUGAS SISWA 
Deskripsikan gambar-gambar dibawah ini dalam selembar halaman dalam bentuk file doc! 
Kumpulkan tugas diatas tersebut di website sekolah (klik website sekolah yang tertera diatas) 

dengan nama file : PPKn-X-TKRO (1-6) 
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Gambar: 3 

Gambar: 2 
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YAYASAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN INDONESIA (YPPPI) 

SMK HKTI 2 PURWAREJA KLAMPOK 
Kompetensi Keahlian: 1. TKRO 2. TBSM3. TBO 4. TKJ 

Jl. Raya Purwareja Klampok No 82B Telp/fax (0286)4791 41 Banjarnegara 53474 

Website :www.smkhkti2.sch.id Email: hakati02_smk@yahoo.co.id 
 

 

MATA PELAJARAN  : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

KOMPETENSI KEAHLIAN : TKRO 

KELAS/SEMESTER  : X/2 

PERTEMUAN KE  : 3 (Tiga) 

KOMPETENSI DASAR : Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi  pengembangan budaya 

politik 

 

RINGKASAN MATERI : 

Amati gambar-gambar berikut ini: 

TUGAS SISWA 
Deskripsikan gambar-gambar dibawah ini dalam selembar halaman dalam bentuk file doc! 
Kumpulkan tugas diatas tersebut di website sekolah (klik website sekolah yang tertera diatas) 

dengan nama file : PPKn-X-TKRO (1-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 1. Lembaga pertama yang dijumpai individu adalah keluarga. 
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Gambar: 2. Sekolah memberi pengetahuan kepada peserta didik mengenai dunia politik 

dan peran serta mereka didalamnya. 
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Gambar: 4. Lingkungan tempat kerja juga merupakan sarana sosialisasi politik. 
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 SELAMAT BELAJAR! 

SUKSES HARI ESOK DIMULAI HARI INI. 

MASA LALU ADALAH SEJARAH, HARI INI ADALAH  HARAPAN MASA DEPAN. 

S E M A N G A T…! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar :5. Media massa memegang peranan penting dalam penyebaran 

informasi di era global. 
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SELAMAT BELAJAR! 

SUKSES HARI ESOK DIMULAI HARI INI. 

MASA LALU ADALAH SEJARAH, HARI INI ADALAH  HARAPAN MASA DEPAN. 

S E M A N G A T…! 

 

 


